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KEMENPERIN. Tata Kelola Pengawasan Intern.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Perindustrian yang efektif dan efesien serta untuk
meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian dalam penyelenggaraan pengawasan
intern, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara
pengawasan intern yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/ M-
IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian
Perindustrian;

bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/ M-
IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian
Perindustrian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola
Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian

Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 142);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA
KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan
objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans dan
konsultansi, yang dirancang untuk memberi nilai tambah
dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern.

2. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang
menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan
Kementerian Perindustrian terhadap arti pentingnya
fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian
Perindustrian.

3. Komite Audit adalah komite pengawasan independen
yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian untuk
memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan
Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan
pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

4. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat
tugas Pimpinan Inspektorat Jenderal untuk

melaksanakan Pengawasan Intern.
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10.

11.

12.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah.

Audit adalah proses identifiksi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,
obyektif, dan professional berdasarkan standar audit
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu
kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana
atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau presentasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh
oleh pejabat yang berwenang.

Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang dilakukan Audit oleh
Inspektorat Jendral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Program Kerja Pengawasan Intern yang selanjutnya

disingkat PKPI adalah rancangan prosedur dan teknik
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pengawasan intern yang disusun secara sistematis yang
harus diikuti/dilaksanakan oleh Auditor dalam kegiatan
Pengawasan Intern untuk mencapai tujuan Pengawasan
Intern.

Kertas Kerja Pengawasan Intern yang selanjutnya
disingkat KKPI adalah catatan yang dibuat oleh Auditor
mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik
dan prosedur Pengawasan Intern yang diterapkan, serta
simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan
Pengawasan Intern.

Laporan Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya
disingkat LHPI adalah laporan tahap akhir dari setiap
pelaksanaan Pengawasan Intern untuk
mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.

Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH
adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang
untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan
amanat peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audit Universe adalah daftar semua kemungkinan audit
yang dapat dilakukan, yang mencakup komponen-

komponen dari rencana strategis organisasi yang telah
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